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ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada masa sekarang menyebabkan munculnya masalah
di dunia maya salah satunya ialah ancaman pemerasan seksual atau biasa disebut
sekstorsi yang merupakan bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).
Di Indonesia belum ada aturan khusus yang yang mengatur tindak pidana ini namun
tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam KUHP, UU
ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Perlunya aturan yang jelas dan lengkap terhadap
tindak pidana sekstorsi ini dikarenakan peraturan yang ada belum mampu menjadi
landasan hukum yang tepat dan efisien bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap kasus tindak pidana sekstorsi yang terjadi. Penelitian ini membahas
penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana sekstorsi dalam putusan Pengadilan
Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg, dan dasar pertimbangan hukum
bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana sekstorsi dalam
putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 964/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian . yuridis snormatif, dengan_pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan Kasus. Penelitian ini bersifat-deskriptif yang didukung
dengan sumber data yang bersumber pada penelitian kepustakaan serta menggunakan
data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap
kasus tindak pidana sekstorsi dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor
964/Pid.Sus/2023/PN Pdg didasarkan pada Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (4)
UU ITE serta dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus ini
yang didasarkan pada fakta perbuatan dan alat bukti yang mendukung maka
terdakwa memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (4) UU ITE
“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.
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